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GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG

TUNJANGAN HARI TUA PADA
BANK PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2001 tentang Yayasan, maka Yayasan tidak diperbolehkan melakukan
pengelolaan Tunjangan Hari Tua Direksi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Hari Tua Pada
Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 827);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4430);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-
Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 1999 tentang Direksi dan
Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN HARI TUA PADA BANK
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 1

(1) Dana Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai pada Bank Pembangunan Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta dikelola oleh Badan/Lembaga yang ditunjuk oleh Direksi dengan
pertimbangan Dewan Pengawas.

(2) Sumber Dana Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:

a. iuran Direksi;
b. kewajiban Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

(3) Ketentuan Dana Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
oleh Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 2

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 143/KPTS/1994 tentang Tunjangan Hari Tua Bagi Direksi dan Pegawai Bank
Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Februari 2012
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Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Februari 2012
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